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LAKDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak
Sejauh ini banyak terdapat definisi pajak yang dirumuskan oleh para
ahli, walaupun definisi yang dikemukakan berbeda - beda tetapi pada
dasarnya merailiki kesamaan. Seﬁaagaj bahan perbandingan, akan disampaikan
beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya
1. Menurut Rochmat Soemitro
Pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk
membiayal pengeluaran ruti%a dan surplusnya digunakan untuk puwblic
saving yarg merupakan éumber utama untuk membiayai public
investment,
2. Menurut P. J, A, ADRIANI
Pajak adalah juran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang teruteng oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan
umum (undang-undang) dengazl tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung  dapat  ditunjuk  dan yang gunanya adalah  untuk

menyelenggarakan pemeriniahan.
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Menurut Sommerfeld dkk

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor
pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,
berdasarkan keteniuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat
imbalan vang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat
melaksanaian tugas-tugasﬁy;a uniuk menjalankan pemerintahan,

Dari definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri

yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1.

Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah  daerah  berdasarkan atas undang-undang serta aturan
pelaksanaannya.

Pemungutan pajak mengisyaratkatkan adanya alih dana (sumber daya) dari
sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut
pajalk/administrator pajak).

Pajak digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah.

Dalam pembayaran pejak tidak dapat ditupjuk adanya kontraprestasi
secara langsung (imbalan langsung).

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Dengan pengertian tersebut, maike dapat disimpulkan bahwa Pajak

merupakan pungutan yang cﬁii&kukam oleh pemerintah atau iuran kepada

negara yang dapat dipaksakan kepada yang wajib membayar menurut

peraturan-peraiuran, tidak dapat jasa balik atas pembayarannya, langsung
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4. Economy
Secara ckonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan
kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin,
demikian pula beban yang dipikul oleh Wajib Pajak.
2.1.2 Dasar Hukum Pajak
Berdesarkan Pasal 23A Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang
berbunyi “pajak dan pungmaﬁ §ain yang bersifat memaksa untuk keperluan
Negara diatur dengan Undang-&uﬁdang". Maka atas dasar Undang-undang yang
dimaksudkan bahwa pajak lnemgaalmn peraliban kekayaan dari masyarakat ke
pemerintah vang digunakan 1xﬁ'tuk membiayal pengeluaran negara dengan
tidak mendapatkan kontraperstasi langsung. Oleh karena itu, segala tindakan
yang menempatkan beban l:;egacia rakyat, sebagali contoh pajak, harus
ditetapkan dengan Undang-undang yang telah mendapat persetujuan dari
Dewan Perwakilan Rakyat (Muh;ammad Mansyur, 2005, Pajak Terapan Brevet
A & B, Buku I, hal 5) Maka dgllmn hal ini, dasar hukum dari Pajak adalah
Undang-undang Perpajakan. |
Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku
Pemungut Pajak dengan WajibPaﬁ:ﬂzjak, Hukum Pajak dibedakan menjadi:
1. Hukum Pajak Materiil
Merupakan Hukum I}’ajak yang memual norma-norma yang
menerangkan keadaan, perbu&ian., peristiwa hukum yang dikenakan pajak,
siapa yang dikenakan pajak, berapa besar pajak yang akan dikenakan,

segala sesuatu tentang tim&ulnya dan terhapusnya utang pajak, serta
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hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hukum Pajak

Materiil meliputi:

a.
b.
c.

d.

=8

UU Pajak Penghasilan

UU Pajak Pertambahan Nilai

UU Pajak Bumi dan Bangunan

UU Bea Perolehan hak atas tanah dan atau Bangunan

UU Bea Materai

2. Hukum Pajak Formal

Merupakan hukum pajak yang memuat bentuk atau tata cara untuk

mewujudkan hukum materii! menjadi kenyataan. Hukum Pajak Formal

meliputi:
a. UU Ketentuan Umum e:ﬁéar-‘s Tata cara Perpajakan
b. UU Penagihan Pajak dehgan Surat Paksa
¢. UU Pengadilan Pajak
2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua mae@m fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan? {Budgetair)
Berfungsi sebagai; ;iEqu'ﬂbEl“ dana yang diperuntukan bagi
pembiayaan pengel;ugmn pemerintah, baik pengeluaran rutin

maupun pengeluaran pembangunan,

2. Fungsi Mengatur (ﬁ@gﬂﬁ@red)

Berfungsi sebagai alai uniuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan dibidang sesial dan ekonomi.
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Kedua fungsi tersebuf merupakan peran utama pajak. Dalam
perkembangannya, peran tersebut menjadi lebih kuat dengan adanya fungsi
redistribusi dan demokrasi yang :peng;erti&nnya adalah:

1. Fungsi Distribusi
Yaitu fungsi uang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam
masyarakal, Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan
pajak, yaitu tarif pajak 1Léng lebih besar untuk timgkat atau lapisan
penghasilan yang lebih tinggﬁ.

2. Fungsi Demokirasi .
Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong
termasuk kegiatanpemerintéh dan pembangunan, Fungsi ini pada saat
sekarang sering dikaitkan c?engan tingkat pelayanan pemerintah kepada
masyarakat khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan
dengan baik, maka timbal baliknya pemerintah akan memberikan
pelayanan yang terbaik.

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan
dengan klasifikasi sebagai berﬁct;ﬁt:
1. Menurut Sifatnya:

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalaﬁ pajak yang permbebanannya tidak dapat

dilimpzhkan kepada pihé@k lain, tetapi harus menjadi beban langsung

Wajib Pajak yang bersangkuian, misalnya pajak penghasilan,
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Pajak Tidak Langsung
Pajak Tidak Langsumgé adalah pajak vang penbebanannya dapat
dilimpahkan ke pihak %ain, misalnya pajak pertambahan nilai, bea

materai, dan lain-lain.

. Menurut Sasaran Objeknya

Pernbagian  pajak émenurut sasaran/objeknya  dimaksudkan

pernbedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

a.

Pajak Subjektif

Adalal pajak yang be:rp;'mgi&:ai atau berdasarkan pada subjeknya yang
selanjutnya dicari syfmé*at objektifnya, dalam arti memperhatikan
keadaan diri Wajib Pajﬂ‘l%.

Pajak Objektif :

Adalah pajak yang be:p%xngkai atau berdasarkan pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

. Menurut Pemungutnya

a.

Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajaék vang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiéyai rumah tangga negara,

Pajak Daerah .

Pajak Daerah adalah paj%zk yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiavai rumah tangga daerah.
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2.2 Tinjauan Umum Tentang Penagihan Pajak

2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah kegiatan yang ditakukan oleh pihak Pemungut
Pajak kepada Wajib Pajak yamg}, dikarenakan adanya keterlambatan dari pihak
Wajib Pajak vang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja.

Kepada Wajib Pajak yang tidak dapat melunasi utang pajaknya sesuai
dengan waktu yang telah diteniukan dapat mengajukan:

1. Penundaan pembayaran pajak;
2. Pembayaran pajak dengan éara angsuran;
3. Penghapusan utang pajak.

Ketiga hal tersebut di atas dapat dilakukan dengan cara mengajukan
permohonan ke Seksi Penagihan di kantor Pelayanan pajak tempat Wajib
Pajak terdafiar dengan menyertakan alasan-alasan vang jelas yang dapat
diterima oleh pihak Seksi Penagihan tersebut.

2.2.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar hukum dari Penagihan Pajak adalah UU Nomor 19 tahun 2000
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam kegialannya, penagihan
ini akan dilakukan oleh ‘%:mgian Penagihan (seksi penagiban) di Kantor
Pelayanan Pzjak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dalarn Penagihannya, Pajak dibagi menjadi dua macam, yaitu dengan

cara pasif dan aktif:
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1. Penagihan Pajak Pasif
Penagihan pajak pasif eé:iilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan
Pajak(STP), Surat Kezéiapan Pajak Kurang Bayar (SKPKE), Surat
Ketetapan Pajak Kurzmgfé Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan
Pembetulan yang menyeiénabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat
kepuiusan keberatan ya:%ag menyebabkan pajak terutang menjadi lebih
besar, Surat Keputusané i%?ra,miing yang menyebabkan pajak terutang
menjadi lebih besar. Jﬁ{a dalam jengka waktu 30 hari belum dilunasi,
maka 7 hari setelah jaﬁglh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak
secara aktif yang dimulai id&ngzm menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Pajak Aktif
Penagihan pajak aktif m;@rupakan kelanjutan dari penagihn pajak pasif,
dimana dalam upaya peragihan ini, Fiskus berperan aktif. Fiskus tidak
hanya mengirimkan surai{t tagihan atau surat ketetapan pajak, akan tetapi
juga akan diikuti den;gan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan
pelaksanaan lelang alas;; barang sitaan atau dengan pemblokiran atas
tabungan yang dimiliki eleh Wajib Pajak.

2.2.3 Penanggung Pajak

Penznggung Pajak ad:éaiah crang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran paja}c,_ termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib%P&jak menurut ketentuan peraiuran perundang-

undangan perpajakan.
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2.2.4 Jurusita Pajak

Jursita pajak adalah pciéksana tindakan penagihan pajak yang meliputi
penagihan seketika dan sekaliggjs serta pemberitahuan surat paksa, penyitaan,
dan penyanderaan. Jurusita Paéak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat
penagihan pajak sesual d::ngaél ruang lingkupnya yaitu pusat atau daerah,
syarat-syarat pengangkatan dan pernberhentian sebagai Jurusita Pajak
ditetapkan oleh Menteri. "é'u.rusgéta dalam melaksanakan tugasnya merupakan
pelaksana eksekusi dari puiugén vang sama kedudukannya dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu,
unfuk dapat diangkat sebagai ;Eurusita Pajak, harus memenuhi syarat-gyarat
tertentu yang ditetapkan o'ie@i menteri, misalnya, pendidikan serendah-
rendahnya Sekolah Mensngah Umum atau yang sederajat serta telah
mengikuti pendidikan dan pelﬁtghan khusus Jurusita Pajak.

Dengan pertimbangan ;ioahwa Jurusita Pajak harus ada pada setiap
kantor Pejabat, baik Pejal:mi; Qmuk penagihan pajak pusat maupun Pejabat
penagihan pajak daerah, maké é%{ewenangan pengangkatan dan pemberhentian
Jurusita Pajak diberikan ke@a@a Pejabat dengan berpedoman pada syarat-
syarat dan tata cara yang dite@taékm oleh Menteri, Adapun syarat-syarat yang
harus dipenuhi untuk diangkétémanjadi jurusita pajak adalah sebagai berikut
(MK 562/00): .

I. Berijasah serendah-rendaiﬁzya Sekolah Menengah Umum atau yang
sederajat.

2. Berpangkat serendah—rcmcialfmya Pengatur Muda/Golongan Il/a.
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Berbadan sehat.
Lulus pendidikan dan latiban Jurusita Pajak.

Jujur, bertanggung jawab; dan penuh pengabdian,

Tugas Jurusita Pajak adalah: - |

1.

2.

4,

Melaksanakan Surat Perinéta& Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Memberitahukan Surat Paikﬁ..

Melaksanakan penyitaan z?a“mas barang penanggung pajak berdasarkan surat
perintah pelaksanaan leiamjg;

Melaksanakan penyand&m{an berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Jurusita Pajek diberhentikan apabila:

1.

(W5

Meningga! dunia.

Pensiun.

Karena alih tugas atau kepé&ntingan dinas lainnya,
Ternyata lalai atau tidak cék@p dalain menjalankan tugas.
Melakukan perbuatan terce;ign

Melanggar sumpah atau janp Jurusita Pajak.

Sakit jasmani atau rohard ?:étms fenerns.

Dalarn melaksanakan ﬁigasnya, Jurusita Pazjak berwenang memasuki

dan memeriksa semua ruangan, dan melakukan pengeledahan secara

menyeluruh untuk menemukaén Objek Sita baik di tempat usaha, di tempat

tinggal Penanggung Pajak, atéu; di tempat lain yang diduga sebagai tempat

penyimpanan Objek Sita dan néz‘e}akukan penyitaan.
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Kewenangan Jurusita Pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk
menemukan Objek Sita yang ada di tempat usaha, tempat kedudukan, atau
tempat tinggal Penanggung Pajak dengan memperhatikan norma yang berlaku
dalam masyarakat.

2.2.5 Penagihan Seketika dar Sekaligus

Penagihan Seketika éaﬁ sekaligus adalah Penagihan Pajak tanpa
menungg tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh Utang Pajak dan
semua jenis pajak, masa pajak. dan tshun pajak. Dalam penyampaiannya,
Surat Perintah Penagihan Segetika dan Sekaligus dilaksanakan 'secara
langsung oleh Jurusita Pajak kegada Penanggung Pajak.

Penagihan Seketika daﬁ}. Sekaﬁigus dilakukan oleh Jurusita Pajak tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Eﬁegﬁlfégus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila
(Muhammad Rusdji, 2005, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, hal 03-.9):

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
atau berniat untuk itu.

2. Penanggung Pajak memimda;htmgankan barang yang dimiliki atau yang
dikuasai dalam rangka mmghemik&n mengecilkan kegiatan perusahaan,
atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.

3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan
usahanya, atau menggabmﬁg@karl usahanya, aiau memekarkan usahanya,
atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau

mejakukan perubahan bentuk lainnya,
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4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitén.
Dalam penerbitannya, -Surat Perintah Penagihan Seketika dan
Sekaligus sekurang-kurangnya herus memuat, antara lain:
1. Waktu sebelum jatuh tempo pembayaran.
2. Tanpa didahului Surat Teguran.
3. Dikirim sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat
Teguran diterbitkan, atau
4. Sebelum penerbitan Surat Paksa.
Sedangkan isi dari Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
sekurang-kurangnya harus memﬁat, antarz lain:
1. Narna Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Besar Utang Pajak.
3. Perintah untuk Membayar, atau
4. Saat pelunasan Utang Pajak. _
2.2.6 Daluarsa Tindakan Penagihan Pajak
Hak untuk melakukan ;pemagiham pajak termasuk bunga, denda,
kenaikan, dan biaya penagihan pajak. daluarsa setelah lampau waktu 10
(sepuluh) tahun terhitung saat ter;mangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak,

bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.
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Daluarsa selama 10 tahun daai tertangguh apabila:

1. Diterbitikan Surat Tegurm:a dan Surat Paksa (daluarsa dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut);

2. Adanya pengakuan ufang éajzzk dart Wajib Pajak baik langsung maupun
tidak langsung. Pengakuan iﬁl'sebu*i berupa:
a. Wajb Pajak mengajué«:an permohonan angsuran dan penundaan

pembayaran utang paja}g sebelum tanggal jatub tempo pembayaran;

b. Wajib Pajak mengajukmfz_ permohonan pengajuan keberatan;

c. Wajib Pajak melaksanakém} pembayaran sebagian utang pajaknya.

(]

Diterbitkannya SKPKB zz.t;mé SKPKBT (daluarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penerbitan ketetapma; paiak tersebut).
2.2.7 Hak Mendahului

Kedudukan Negara sébagai Kreditur preferen yang dinyatakan
mempunyai hak mendahului aia::; barang-barang milik Penanggung Pajak yang
akan dijual.

Hasil penjualan ba:ang—bmmlg milik Penanggung Pajak terlebih
dahulu uniuk membayar biayaébéay& tersebut di atas dan sisanya dipergunakan
untuk melunasi Utang Pajak.

Hak mendahulu untuk tagihan pzajal‘;; melebihi segala hak mendahulu lainnya,
kecuali terhadap: .

1. Biaya perkara yang semamwimata dissbabkan suatu penghukuman untuk
melelang suatu barang berggzr%&k dan atau barang tidak bergerak.

o

2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud.
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3. Biaya perkara yang semata-mata discbabkan pelelangan dan penyelesaian

suatu warisan.

2.2.8 Pemblokiran Harta di Bank

Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik
Penanggung Pajak yang ters@imp;zm ¢i Bank dengan tujuan agar harta kekayaan
yang dimaksud tidak terdapat gembahan apapun, selain penambahan jumlah
atau nilai. |

Sedangkan penyitaan adélah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai
harta dan hak Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi
Utang Pajak menurut peraturan piemdang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Jurusita
Pajak berwenang melaks;amﬁ«;;am penyitaan  terhadap harta kekayaan
Penanggung Pajak yang tetrsﬁ'iﬁp&n di Bank. Penyitaan terhadap deposito
berjangka,iabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang
disamakan dengan itu dan ciilak%anakan dengan pemblokiran terlebih dahulu
yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai
dengan peraturan perundang-uind;angan vang berlaku. tata cara pemblokiran
tersebut, diatur dalam Keputusan :Memeri Keuangan.

Setelah saldo kekayaan E}“’enanggung Pajak yang tersimpan di Bank
diketahui, maka Jurusita Pajak zikém melaksanakan penyitaan dengan membuat
Berita Acara Pelaksanaan Sita gd&in ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Saksi-

saksi, dan pimpinan Bank atau pejabat Bank yang ditunjuk.
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2.2.9 Penyitaan

Surat Perintah Melaksanakan penyitaan akan dikeluarkan oleh Pejabat
apabila Utang Pajak tidak dilunasi olech Penanggung Pajak dalam jangka
waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah dikeluarkannya Surat
Paksa. Penyitaan terhad.aﬁ barang milik Penanggung Pajak tersebut
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang bersangkutan,
Objek Sita adalah merupakan barang milik Penanggung Pajak yang
dapat digunakan jaminan apabila Penanggung Pajak terscbui tidak dapat
membayar Utang Pajak yang dikenakan kepadanya.
Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang
berada di ternpat usaha, tempat tinggal, tsmpat kedudukan, atau di tempat lain
termasuk yang penguasaannva berada di tangan pihak lain atau yang
dijaminkan scbagai pelunasan utang ‘ertentuyang bertujuan memperoleh
jaminan pelunasan Utang Pajak dari Fenanggung Pajak. Oleh karena itu,
penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak yang
dapat berupa, antara lain: |
1. Barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito
berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang
disamalan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang,
dan penyertaan modal pacié‘ é@mﬁ&ha&n Jain, dan atau;

2. Barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi

kotor tertentu.
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Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan

adalah antara lain:

1.

(%)

Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh
Penanggung Pajak dan keltarga yang menjadi tanggungannya.

Persediaan makanan dan ;minumm"l untuk keperluan satu bulan beserta
peralaian yang berada di rumah.

Periengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari
negara. |

Buku-buku yang bertaiian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung
Pajak dan alat-alat vang di@érgunakam untuk pendidikan, kebudayaan, dan
keilmuan. J

Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan
pekerjaan ataw usaha sehm‘i}»hm‘i dengzn jumlah seluruhnya tidak lebih dari
Rp. 20.000.060,00 (dua pulﬁh juta rup:ah).

Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan
keluarga yang menjadi tanggﬁngamlya,

Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara

Pelaksanakan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak

dan saksi-saksi.

Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada

Penanggung Pajak dan masyamkai bahwa penguasaan barang Penanggung

Pajak telah berpindah tangan dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh

karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara
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Pelaksanaan Sita secara jelas d&[’i lengkap vang sekurang-kurangnya memuat
hari dan tanggal, nomor, namé% ..iﬁumsiia Pajak, nama Penanggung Pajak, nama
dan jenis barang yang disita, éfm tempat penyitaarn.

Berita Acara Pelaksaréaa&n Sita tersebut fetap mempunyai kekuataan
mengikat, raeskipun Penangégtémg Pajak menolak menandatangani Berita
Acara Pelaksanaan Sita. .

Pengajuan keberalan? oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan
penundaan pelaksanaan pen}éitéaﬁ. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 193% tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telahéd%iubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
1994 yang antara lain mengaéuf bahwa’pengajuan keberatan tidak menunda
kewajiban membayar pajak dara pelaksanaan penagihan pajak”. Oleh karena
itu, penyitaan tetap dapat dzmksana%\an walaupun Wajib Pajak mengajukan
keberatan. .

Penjualar: barang simaﬁ dilakukan apabila Utang Pajak dan atau Biaya
Penagihan Fajak tdak ;iiléunasi oleh Penanggung Pajak setelah
dilaksanakannya penyitaan ba;*azf:}g milik Penanggung Pajak. Yang berwenang
melaksanakan penjualan S;;c;ara lelang atau tidak lelang, maupun
menggunakan atau memindai;bgukukan barang yang disita untuk pelunasan
Utang Pajak dan atau Biaya If eénag:éhaﬁ Pajak yang dimaksud adalah Pejabat

yang telah ditunjuk oleh mente:ri? keuangan.
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Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang adalah
berupa (Muhammad Rusdji, 20()5, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, hal
07-1):

1. Uang tunai dan surat-surat %@rlaarga vang terdiri:

a. Uang tunai. .

b. Kekayaan Penangguag;:f’@jak yang tersimpan di Bank, seperti deposito,
tabunagan, saldo rekéréing koran, giro, atau bentuk lain yang
disamakan dengan itu. f

¢. Obligasi.

d. Saham.

e. Piutang.

f.  Penyertaan modal.

g. Surat berharga lainnya, sd&im

2. Barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

Risalah Lelang anm;m?iain memuat keterangan balwa barang sitaan
telah terjual. Sebagai syarat ﬁeng&iihan hak dari Penanggung Pajak kepada
pembeli lelang dan juga Sééaba@ai perlindungan hukum terhadap hak
pembeli lelang, karena itu lsé,:e}é‘.aadanya juga harus diberikan Risalah Lelang
yang berfungsi sebagai eﬁgm jual beli yang merupakan bukti otentik
sebagai dasar pendafiaran démé pengalilan hak.

Jumlah barang yang @isi?;a dan akan dilelang adalah sama dengan
jumlah dari perhitungan Ut@}%g Pajak yang dikenakan kepada Penanggung

Pajak, sedangkan untuk sis@a ;%aaramg beserta kelebihan vapg hasil Lelang



dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah
pelaksanaan Lelang.
2.2.10 Lelang
Pelelangan atas asset Wajib Pajak / Penanggung Pajak dilakukan
apabila vtang pajak dan atav biya penagihan pajak tidak dilunasi sebelum
dilaksanakan pelelangan. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan

lelang,yaitu:

1. Persiapan Lelang
a. Kepala kantor mengajukan permohonan lelang secara tertulis
disertai dokumen yaﬁg disyaratkan kepada Kepala Kantor Lelang.
b. Jurusita menyiapkan herkas-berkas penagihan yang terdiri dari:

1) STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, STB, SKBKB,
SKBKRBT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Fembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Peninjauan kembali.

2} Surat Setoran Pajak atau bukti iransaksi pembayaran.

3) Surat Teguran.

4) Surai Paksa.

5) Laporan Surat Pa&;san

6) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

7) Pemberitahuan _pényi‘taam barang tidak bergerak atas nama

Wajib Pajak / Penanggung Pajak.



31

8) BAPS

9) Permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.

10) Surat Pemberitahuan akan dilakukan pelelangan / kesempatan
terakhir.

11) Bukii-bukti kepemilikan dari barang-barang yang disita, antara

lain untuk pelaksanaan tanah atau tanah dan bangunan.

2. Pelaksanaan Lelang

a.

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan
paling singkat 14 hari sefelah pengumuman lelang melalui media
massa.

Kepala Kantor bertindak sebagai penjual barang yang disita

mengajukan permohonan lelang kepada kantor lelang sebelum

pelaksanaan lelang.

Kepala Kantor menentukan nilai limit dan diserahkan kepada

Pejabat Lelang selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya

pelaksanaan lelang.

Kepala Kantor atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan

lelang uniuk:

1) menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila
harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli lebih
rendah dari harga limit yang ditentukan,

2) menghentikan lelang a}pabﬂa hasil lelang sudah cukup untuk

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak,
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3) menandatangani asli Kisalah Lelang.

Kepala kantor, Kepala Seksi Penagihan dan Jurusita Pajak,

termasuk isiri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan

garis lurus, serta anak angkat; tidak diperbolehkan membeli barang

sitaan yang dilelang.

Lelang tetap dapat dilakukan meskipun:

1) wajib pajak sedang mengajukan keberatan dan belum
memperoleh keputusan keberatan,

2) wajib pajak / penanggung pajak tidak hadir.

Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:

1} wajib pajak / penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan
biaya penagihan pajak.

2) Terdapat putusan pengadilan.

3) Objek lelang musnah.

Pejabat harus menghentikan pelaksanakan lelang meskipun barang

yang akan dilelang rmasih ada apabila hasil lelang sudah mencapai

jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan

utang pajak. Sisa barang dan kelebihan hasil lelang harus

dikembalikan kepada penanggung pajak paling lambat 3 hari

setelah pelelangan.

Penggunaan hasil lelang terlebih dahulu untuk membayar biaya

penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak.

Biaya penagihan pajak ditambah 1% dari:
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1) Hasil penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara
lelang.

2) Pokok Iﬁ:fﬁlig dari penjualan secara lelang.

3) Penjualan Asset Sitaan yang dikecualikan dari lelang,

Aset wajib pajak / penanggung pajak yang disita berupa uang

tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi,

saham, atau syarat berkarga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada

perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang.

Penggunaan asset-asset tersebut untuk melunasi utang pajak dan

biaya penagihan dilakukan dengan cara:

a.

b.

Uang tunai disetor Iangsung ke Kas Negara atau Kas Daerah;

Deposito berjmagka,;mbungam, saldo rekening koran, giro, atau bentuk
lainnya yang disams};km dengan itu, dipindahbukukan ke Kas Negara
atau Kas Daerah ;aiafs permintaan Pejabat kepada Bank yang
bersangkutan;

Obligasi, saham, ﬂtﬁ;ﬁ surat berharga lainnya yang diperdagangkan di
bursa efek atas pemxz};maan Pejabat;

Obligasi, saham, :amu surat berharga lainnya yang tidak
diperdagangkan di btérs& efek segera dijual oleh Pejabat;

Piutang dibuatkan ttferim acara persetujuan tentang pengalihan hak
menagih dari Pemngégmg Pajak kepada Pejabat;

Penyertaan modal pi»ida perusahaan lain dibuatkan akta persetujuan

pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.
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2.3 Mekanisme Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2.3.1 Pengertian Surat Paksa

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan Undang-undang yang
mengatur kerentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak yang berupa
penagihan Seketika dan Sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan,
pengcegahan, dan atau penyenderaan, serta pelelangan. Dalam Undang-
wndang ini, Surat Paksa diberi kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding sehingga Surat Paksa langsung
dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai dengan pelelangan barang
Penanggung Pajak. Selaras dengan perkembangan jenis pajak dan pungutan
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan, baik
oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Undang-undang ini
dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap berbagai jenis pajak.

Dalam rangka menegakan keadilan, Undang-undang ini tetap
memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun
pihak ketiga berupa Hak untuk mengajukan gugatan, karena hakikat
pelaksanaan sanggahan tidak berbeda dengan pelaksanaan gugatan, ketentuan
dalam Undang-undang ini mengatur bahwa gugatan Penanggung Pajak
terhadap tindakan pelaksanaan penagih pajak berupa pelaksanaan Surat Paksa,
Sita, atau Lelang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Sementara itu, gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita

diajukan kepada Pengadilan Negeri.
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Pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak merupakan salah satu
tujuan penting dari pemberiakuan Undang-undang ini. Untuk menambah
ketajaman dalam upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap
Penanggung Pajak tertentu secara selektif dan hati-hati berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan atau Gubernur kepala daerah Tingkat I dapat dilakukan
tindakan penyanderaan. Namun, perlindungan hak untuk memperoleh keadilan
bagi Penanggung Pgjak terhadap pelaksanaan pencegahan dan atau
penyanderaan dimaksud teiap diberikan oleh Undang-undang ini.

2.3.2 Dasar Hukom Surat Paksa

Surat Paksa memiliki Dasar Hukum Undang-undang Pajak Nomor 19
tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berdasarkan
Undang-undang tersebut, dalam pasal 7 Surat Paksa berkepala kata-kata
“DEMI KEADILAN BEREDASARKAN KETUBANAN YANG MAHA
ESA”, mempunyai kekuatan eksekuiorial dan kedudukan hukum yang sama
dengan gross akie vaitu pulusan pengadilan perdata yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap. Dengan demilian, Surat Paksa langsung dapat
dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan
banding.

2.3.3 Isi Surat Paksa

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal, antara lain:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.

2. Dasar penagihan.

3. Besamya utang pajak, dan
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4. Perintah untuk membayar.
2.3.4 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Surat paksa diterbitkan apabila:
1. Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan kepadanya
telah dierbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau surat
lain yang seienis.

Terhadap Penanggung Pajak ielah dilaksanakan Penagihan

)

Seketika dan Sekaligus.

3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan
pembayaran pajak.

Surat Paksa terhadap Orang Pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak

Kepada:
1. Penanggung Pajak di tempai tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain

yang memungkinkan.

b2

Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di
tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang

bersangkuian tidak dapat dijumpai.

L)

Salah seorang ahli waris atau pelaksapna wasiat atau yang mengurus harta
peninggalannya, apabﬂ.a. Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta
warisannya belum dibagi, atan

4. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta

warisannya telah dibagi.
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Terhadap Wajib Pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan
warisan yang telah dibagi. Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada
masing-masing ahli waris. Surat Paksa dimaksud memuat, antara lain jumlah
utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besainya warisan yang
diterima oleh masing-masing abli waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa,
Surat Paksa diberikan kepada Wali afau pengampunya.

Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik
modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat

tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan.

b2

Pegawai tetap di tempat keduduken atau tempat usaha badan yang
bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang
sebagaimana dimaksud dalan huraf (a).

Apabila  Jurusita Pajak tidak menjumpai seorangpun untuk
disampaikan Surat Paksa, salinan Surat Paksa disampaikan kepada
Penanggung Pajak melalui aparat Pemerintah Daerah setempat, sekurang-
kurangnya setingkat dengan Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa,
dengan membuat Berita Acara yang selanjutnya Salinan Surat Paksa dimaksud
akan segera diserahkan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan.
Pemberitahuan Surat Paksa terhadap badan dapat disampaikan untuk:

1. Persercan terbatas
yakni kepada para pengurus uang meliputi Direksi, Komisaris, pemegang

saham tertentu, dan orang yang mempunyal wewenang ikut menentukan
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kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan

perseroain.

o

Bentuk Usaha Tetap

Yakni kepada perwakilan, kepala cabang, atau penangggung jawab.

3. Badan Uasaha lainnya
Sepert: persekutuan, firma, perseroan komanditer, yakni kepada direktur,
pemilik modal, atau crang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan
mengendalikan serta berfanggung jawab atas perusahaan dimaksud.

4. Yayasan
Yakni kepada ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan
serta tanggung jawab atas yayasan dimaksud.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan Pailit, Surat Paksa diberitahukan
kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam
hal Wajib Pajak dinyvatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa
diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani dalam melakukan

pemberesan atau likuidator.



